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Lampiran 1: Perda Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017

Menimbang : a.
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WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha

Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai
manusia seutuhnya;

. bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda

penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis
dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin
kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa
depan;

. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung

jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan untuk
tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental
maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya
perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan dengan
memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta
adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

_ bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan

anak, khususnya anak terlantar di Kota Banjarmasin
diperlukan  dukungan kelembagaan dan  peraturan
perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah yang
dapat menjamin pelaksanaannya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak

Terlantar ;
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Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3143);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan
Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum, untuk Diperbolehkan
Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3836);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2000
tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai
Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-
Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002
tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009
tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Perundangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan
Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5235);

13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan
Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai
Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornograft Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5330);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
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17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012
tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS)
Dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 27);

18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2016 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
dan
WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEERLINDUNGAN ANAK

TERLANTAR
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.
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Daerah adalah Kota Banjarmasin.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Banjarmasin.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,
dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.

Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara
wajar, baik fisik, mental, spritual, maupun sosial.

Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi
sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri,
atau ayah dan/atau ibu angkat.
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11. Orangtua angkat adalah orang yangd diberi kekuasaan untuk memberikan
perawatan dan pengasuhan anak yang disahkan melalui putusan atau
penetapan pengadilan.

12. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk
diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan
kesehatan, karena orangtuanya atau salah satu orangtuanya tidak mampu
menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

13.Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan
kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang
bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak
tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan
putusan atau penetapan pengadilan.

BAB I
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
\ Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak terlantar berasaskan pengayoman,
perlindungan, kemanusiaan, keadilan dan kesamaan hak.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Perlindungan anak terlantar bertujuan menjamin hak-hak anak agar dapat
hidup, tumbuh, berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan serta sebagai pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah
Daerah sebagai bagian dari pemerintahan nasional sesuai amanah UUD 1945.

P BAB III
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 4

Pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga berkewajiban dan bertanggung
jawab melakukan upaya dalam rangka memberikan perlindungan dan
pemeliharaan terhadap anak terlantar.

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyediakan
berbagai sarana dan fasilitas bagi pemenuhan kebutuhan yang layak sesuai
dengan kemampuan keuangan daerah bagi anak terlantar tanpa membedakan
suku, agama, ras dan etnis.
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Pasal 6

Masyarakat berkewajibaan dan bertanggung jawab memberikan partisipasinya
dalam bentuk menampung untuk merawat dan memelihara dan atau
menampung untuk sementara waktu anak terlantar dan kemudian
membawanya ke tempat penampungan yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah atau milik masyarakat, memberikan informasi adanya anak terlantar,
serta membantu pengisian data berkaitan dengan asal usul keluarga dan
identitas anak terlantar.

Pasal 7

Keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan dan
pemeliharaan anak yang orangtuanya telah meninggal dunia, tidak diketahui
keberadaannya, atau karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan kewajiban
dan tanggung jawabnya, untuk itu keluarga yang bersangkutan dalam
melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dimaksud dapat mengajukan
permohonan kepada pengelola tempat penampungan yang disediakan
Pemerintah Daerah untuk mendapatkan dukungan dan bantuan.

BAB IV
KRITERIA ANAK TERLANTAR
Pasal 8

Anak terlantar dan atau dianggap sebagai anak terlantar adalah :

a. anak yang sudah tidak mempunyai orangtua dan keluarga;

b. anak yang memiliki orangtua dan keluarga, tetapi tidak memiliki
kemampuan mengurus, memelihara, dan memenuhi kebutuhan dasar
anak;

c. anak yang tidak diketahui keberadaan orangtua dan keluarganya.

Pasal 9

Upaya melakukan perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar

dilaksanakan dalam bentuk :

a. pelaksanaan program dan kegiatan oleh dinas;

b. peran serta masyarakat dan dunia usaha;

c. laporan dan informasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
organisasi sosial kemasyarakatan, serta jajaran pemerintahan
kelurahan/desa.

Hiyail
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BABV
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN ANAK
TERLANTAR
Pasal 10

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan fasilitas
penampungan dalam rangka pelaksanaan kegiatan perlindungan dan
pemeliharaan anak terlantar.

Pasal 11
(1) Kegiatan perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar meliputi :

a. pemenuhan kebutuhan dasar anak berupa penyediaan sandang dan
pangan;

b. program pendidikan sampai pada batas minimal wajib belajar 9 tahun
(SLTP);

c. penyediaan fasilitas kesehatan;

d. kursus ketrampilan sebagai bekal anak untuk dapat hidup mandiri;

e. pemberian bimbingan moral dan keagamaan.

(2) Pelaksanaan lebih lanjut kegiatan perlindungan dan pemeliharaan anak
terlantar diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Penyelenggara dan penanggung jawab perlindungan dan pemeliharaan anak
terlantar dilaksanakan oleh dinas dan dapat melakukan kerja sama dengan
berbagai pihak dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan.

Pasal 13

Anak yang mengalami sakit dan perlu perawatan akan dirujuk ke Rumah
Sakit Umum Pemerintah.

BAB VI
PENGELOLAAN TEMPAT PENAMPUNGAN
Pasal 14

(1) Penampungan anak terlantar yang merupakan milik Pemerintah Daerah
dikelola oleh Walikota dan secara teknis dilaksanakan oleh dinas.

(2) Tempat penampungan anak terlantar dapat menggunakan gedung fasilitas

yang sudah ada yang selama ini telah berfungsi untuk kegiatan sosial
Pemerintah Daerah.
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3) Pemerintah Daerah dapat merencanakan pembangunan sarana dan
fasilitas yang lebih memadai dan bersifat permanen untuk tempat
penampungan anak terlantar secara khusus.

Pasal 15

Pengelola  berkewajiban  menyelenggarakan  bimbingan, pembinaan,
perlindungan serta pemeliharaan anak terlantar yang berada di tempat
penampungan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 16

Anak terlantar yang tidak diketahui asal-usulnya wajib diberikan keterangan
identitas oleh pengelola untuk kepentingan masa depannya sampai nanti
didapatkan keterangan yang sebenarnya mengenai asal-usul dan identitas
anak tersebut.

Pasal 17

Setiap anak yang berada di tempat penampungan mendapat perlindungan
untuk beribadah menurut agamanya.

Pasal 18

Anak yang berada di tempat penampungan yang belum dapat menentukan
pilihan mengenai agama, maka agama yang dianut anak mengikuti agama
orangtuanya.

Pasal 19

Apabila keberadaan orangtua dan atau keluarga anak tersebut tidak
diketahui, maka pengelola setelah berusaha maksimal, dapat memberikan
bimbingan keagamaan yang dianut oleh mayoritas anak yang berada di tempat
penampungan sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun untuk
menentukan pilihannya sendiri tentang agama yang akan dipeluknya.

Pasal 20

Biaya pengelolaan tempat penampungan anak terlantar dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja
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BAB VII
PEMBINAAN LEBIH LANJUT ANAK TERLANTAR
Pasal 21

(1) Anak yang berada di tempat penampungan dan telah berusia 18 (delapan
belas) tahun diserahkan kembali kepada orangtua atau keluarganya untuk
dilakukan pembinaan selanjutnya.

(2) Terhadap anak yang tidak memiliki orangtua atau keluarga, pengelola
mengupayakan anak tersebut mendapatkan pekerjaan sesuai dengan
keterampilan yang dimilikinya.

Pasal 22

Pengelola penampungan melakukan pendataan dan pendokumentasian anak
yang berada di tempat penampungan serta anak yang sudah berada di luar
tempat penampungan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 23

Masyarakat memiliki hak dan dapat ikut berperan serta dalam
penyelenggaraan perlindungan dan pemeliharaan anak baik secara
perorangan, organisasi, kemasyarakatan, organisasi keagamaan, maupun
melalui lembaga sosial kemasyarakatan.

Pasal 24

Tempat penampungan anak terlantar yang dikelola oleh masyarakat harus
</ memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Terdaftar di perangkat daerah setempat dan memiliki ijin operasional;

b. memiliki sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung yang
memungkinkan untuk menyelenggarakan perlindungan dan pemeliharaan
anak terlantar;

c. memiliki tim pengelola yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan

rlindungan dan pemeliharaan anak terlanta.r;

d IF;leembuat laporan secara berkala mengenai perkembangan anak yang

berada dalam tanggung jawab pengelola.
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Pasal 25
(1) Tempat penampungan anak terlantar yang dikelola dan diselenggarakan
oleh masyarakat berhak mendapat bantuan dana dan fasilitas dari

Pemerintah Daerah.
(2) Tata cara pemberian bantuan dan fasilitas akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Walikota.
BAB IX
ORANGTUA ASUH
Pasal 26

Warga masyarakat dapat mengajukan permohonan untuk menjadi orangtua
asuh bagi anak terlantar yang berada di tempat penampungan dan atau panti
untuk dijadikan anak asuh atau anak angkat.

Pasal 27

- Pengangkatan anak terlantar dapat dilakukan berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

(1) Syarat untuk menjadi orang tua asuh adalah :
a. warga negara Indonesia;
b. berusia antara 25 tahun s/d 60 tahun;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berkelakuan baik, adil, jujur dan bertanggung jawab;
e. mempunyai kemauan yang sungguh-sungguh untuk mengasuh anak
terlantar ;
f. mempunyai kemampuan sosial dan ekonomi;
g. memeluk agama yang sama dengan calon anak asuh.

(2) Selain persyaratan yang dimaksud pada ayat 1 (satu), calon orang tua
asuh wajib memenuhi persyaratan lainnya yang diatur oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Permohonan untuk mengambil anak menjadi anak asuh dapat dikabulkan
oleh pengelola penampungan apabila ada jaminan bahwa kehidupan anak
tempat orangtua asuhnya dapat tumbuh dan berkembang serta mendapat
bimbingan sebagaimana mestinya.
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Pasal 30

Terhadap anak yang masih memiliki orangtua dan atau keluarga, pengambilan
sebagai anak asuh hanya dapat dikabulkan apabila mendapat izin tertulis dari
orangtua atau keluarganya.

Pasal 31

(1) Orangtua asuh memiliki kewajiban melaksanakan kekuasaan asuh sebagai
orangtua, menyejahterakan kehidupan dan penghidupan anak agar dapat
tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental, spritual dan
sosial ;

(2) Tanggung jawab orangtua asuh meliputi :

a.mengasuh, memelihara, merawat dan mendidik anak ;

b.melindungi anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan
penyimpangan prilaku ;

c.menjaga anak melakukan perbuatan yang dapat membahayakan
jiwanya;

d.mewakili anak melakukan perbuatan hukum di pengadilan atau di luar
pengadilan.

Pasal 32
Kewajiban dan tanggung jawab orangtua asuh berakhir apabila :
a. anak asuhnya meninggal dunia ;
b. anak asuh telah menikah ;
c. timbulnya kembali kuasa asuh orangtua kandungnya.

Pasal 33

Hak asuh orangtua asuh dapat dicabut apabila :
a. terbukti berkelakuan buruk ;

b. melakukan tindak kekerasan pada anak ;

c. melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya.

Pasal 34

Orangtua asuh wajib memberitahukan kepada anak asuhnya siapa
orangtuanya yang sebenarnya baik pada saat pertama kali diasuh maupun
pada waktu anak tersebut dianggap siap menerima pemberitahuan hal
tersebut.

Bagian Hukun Kota Ban
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Pasal 35

Anak terlantar yang tidak diketahui asal-usulnya apabila akan dijadikan anak
asuh harus diberikan keterangan oleh pengelola penampungan mengenai hal
tersebut untuk memudahkan orangtua asuh dan atau anak yang
bersangkutan nantinya mencari tahu siapa orangtuanya yang sebenarnya.

Pasal 36

Orangtua asuh yang akan berpindah tempat tinggal wajib memberitahukan
kepada pengelola penampungan mengenai tempat tinggalnya yang baru.

Pasal 37

Pengelola dan atau petugas yang ditunjuk berhak mengunjungi tempat tinggal
anak asuh baik secara rutin atau sekali waktu untuk melihat perkembangaan
anak tersebut.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Pertama
Pembinaan
Pasal 38

Dinas melakukan tugas pembinaan dan pengawasan tempat penampungan
anak terlantar baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun yang
dikelola oleh masyarakat.

Pasal 39

Program pembinaan meliputi kegiatan :
\J/ a. bimbingan terhadap para pengelola penampungan berkenaan dengan

pemeliharaan, perawatan dan pelayanan terhadap anak terlantar ;

b. pelatihan keterampilan terhadap anak ;

c. bimbingan moral dan keagamaan serta bimbingan pengembangan diri
anak ;

d. pendataan dan pendokumentasian serta pelaporan ;

e. pembuatan kerja sama dengan dinas atau instansi terkait terutama
dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan lain-
lain.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 40
Program pengawasan meliputi kegiatan :

| (YBIH Bagian Hukwm Kota Baniarmasin.
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a. monitoring terhadap sarana dan prasarana yang tersedia di tempat
penampungan ;

b. penyelenggaraan perlindungan dan pemeliharaan;

c. perawatan dan pemeliharaan oleh orangtua asuh ;

d. penggunaan dana dan fasilitas yang bersumber dari bantuan Pemerintah
Daerah;

e. perkembangan pendidikan anak ;

kondisi kesehatan anak ;

bimbingan dan pembinaan yang dilakukan oleh pengelola.

n ™

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Januari 2017

WALIKOTA BANJARMASIN, 7.8

Y
ﬁL{BNﬂ SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Januari 2017

%EKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. HAMLI KURSANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2017 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALI
M
SELATAN : (58/2017) ’ il

f'.;E.'vTFI Bagian Hukum Kota Banjarmasin ~ o o

AL
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR

) 2 UMUM
Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang
senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat,
martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.
Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang
termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa
dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus
cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas
~— perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil
dan kebebasan. Orangtua, keluarga, dan masyarakat adalah yang
paling bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara hak asasi
tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.
Sedangkan negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan
fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin
pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah, dalam
rangka penyelenggaraan perlindungan anak. Sesuai dengan amanah
undang-undang, Pemerintah  Daerah  berupaya memberikan
perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan,
terutama terhadap anak-anak yang tidak memiliki orangtua, keluarga
atau tidak mendapatkan kebutuhan dasar secara optimal atau secara
umum disebut anak terlantar. Upaya perlindungan anak perlu
dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan
</ sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari
konsepsi perlindungan anak yang wutuh, menyeluruh, dan
komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan
perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut : a.
nondiskriminasi; b. kepentingan yang terbaik bagi anak; c. hak untuk
hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. penghargaan
terhadap pendapat anak. Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah
ini, dalam usaha memberikan perlindungan kepada anak-anak terlantar
mengharapkan peran aktif serta dukungan penuh dari masyarakat dan
dunia usaha, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga
keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan,
organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.

ian iukum Kota Baniarmasi
LJ1PINAal derg

i1l
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Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11

/ Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18

\/ Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.

IC8Y PR AT G
’E ;_JA‘J.[ UGl UK
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Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 45

(B} o HaATaUrgan CamScanner



Lampiran 2: Data Jumlah Anak Terlantar

DP3A
(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak)
1400
1200
1000
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0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

M Data Anak Terlantar
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Lampiran 3: Pedoman Wawancara

Pertanyaan Wawancara untuk Satpol PP

1.

Apa indikator yang digunakan Satpol PP dalam mengidentifikasi
dan menentukan seorang anak termasuk kategori 'anak terlantar' di
lapangan?

Seperti apa prosedur standar Satpol PP saat menemukan anak
terlantar di ruang publik? Apakah sudah sesuai SOP dan Perda No.

6 Tahun 2017?

. Apa bentuk koordinasi yang dilakukan Satpol PP dengan instansi

lain seperti Dinsos dan DP3A setelah menemukan anak terlantar?
Berapa banyak kasus anak terlantar yang sudah ditertibkan oleh
Satpol PP dalam 3 tahun terakhir? Apakah tren ini meningkat atau

menurun?

. Apakah Satpol PP mengalami kendala dalam proses penertiban,

misalnya perlawanan dari masyarakat atau kurangnya tempat
rujukan anak?

Apakah terdapat pelatihan khusus untuk anggota Satpol PP terkait
pendekatan ramah anak dalam penertiban anak terlantar?
Bagaimana Satpol PP menilai efektivitas Perda No. 6 Tahun 2017
dalam membantu tugas-tugas di lapangan terkait anak terlantar?
Apakah Satpol PP melakukan pelaporan atau pendataan anak-anak

yang ditertibkan? Bagaimana sistem pendataan tersebut?
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9. Adakah kasus anak yang berulang kali ditertibkan? Jika ya, apa
langkah lanjutan Satpol PP untuk mencegah siklus ini terulang?

10. Apa rekomendasi Satpol PP terhadap perubahan atau
penyempurnaan perda ini agar penegakan di lapangan lebih

maksimal?

Pertanyaan Wawancara untuk DP3A

1. Apa peran dan kewenangan DP3A dalam implementasi Perda No. 6
Tahun 2017? Apakah lebih fokus pada pencegahan atau
penanganan?

2. Bagaimana DP3A mengidentifikasi dan menangani kasus anak
terlantar, terutama dari perspektif perlindungan hak anak?

3. Apabentuk koordinasi yang dilakukan DP3A dengan Dinsos, Satpol
PP, dan lembaga lainnya terkait perlindungan anak terlantar?

4. Apakah ada program preventif atau kampanye kesadaran yang
dilakukan DP3 A untuk mencegah anak menjadi terlantar?

5. Seberapa jauh keterlibatan DP3A dalam pemulihan psikologis atau
pendampingan terhadap anak-anak yang pernah terlantar?

6. Apakah ada sistem pelaporan dan pendataan kasus anak terlantar
yang dikelola oleh DP3A? Bagaimana akurasinya?

7. Apa saja kendala yang dihadapi DP3A dalam melindungi anak
terlantar? Apakah karena regulasi, anggaran, atau koordinasi?

8. Bagaimana DP3A memantau keberlanjutan perlindungan terhadap

anak setelah mereka kembali ke keluarga atau lembaga asuhan?
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9. Apa bentuk keterlibatan masyarakat yang didorong oleh DP3A
dalam menjaga anak-anak agar tidak menjadi terlantar?
10. Apa rekomendasi DP3A terhadap Perda No. 6 Tahun 2017? Apakah

perlu revisi, penambahan pasal, atau penguatan pelaksanaan?

Pertanyaan Wawancara untuk Dinas Sosial

1. Bagaimana bentuk peran dan tanggung jawab utama Dinas Sosial
dalam pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2017? Apa saja intervensi
langsung yang dilakukan terhadap anak-anak terlantar?

2. Setelah anak terlantar diamankan oleh Satpol PP atau ditemukan di
lapangan, apa tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh Dinsos?
Apakah ada proses asesmen sosial, pendampingan, atau reunifikasi
keluarga?

3. Adakah shelter sementara atau rumah singgah milik Dinsos untuk
anak terlantar? Jika tidak, ke mana mereka biasanya diarahkan?
Bagaimana pengawasan atas lembaga/lembaga yang menerima
mereka?

4. Bagaimana proses asesmen terhadap latar belakang anak terlantar?
Apakah ditemukan kasus eksploitasi anak, perdagangan anak, atau
pengabaian keluarga?

5. Bagaimana Dinsos menangani anak-anak terlantar yang berulang
kali ditemukan di jalan? Apakah ada evaluasi terhadap efektivitas

intervensi sebelumnya?
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Apakah Dinsos memiliki data akurat dan terstruktur mengenai
jumlah, usia, jenis kelamin, dan asal-usul anak terlantar di
Banjarmasin? Bagaimana data ini digunakan dalam kebijakan?

Apa saja penyebab utama anak-anak menjadi terlantar menurut
temuan dan data Dinsos? Apakah karena faktor ekonomi, perceraian
orang tua, urbanisasi, atau faktor lain?

Apa tantangan terbesar yang dihadapi Dinsos dalam menampung,
membina, dan mengembalikan anak-anak terlantar ke lingkungan
yang aman dan mendukung?

Bagaimana peran Dinsos dalam upaya reintegrasi anak ke keluarga
atau masyarakat? Apakah ada pendampingan setelah reintegrasi, dan
bagaimana hasilnya?

Apakah Dinas Sosial menilai Perda No. 6 Tahun 2017 sudah cukup
kuat dalam mendorong perlindungan anak terlantar dari perspektif
kesejahteraan sosial? Jika belum, apa rekomendasi Dinsos terhadap

1s1 atau pelaksanaannya?

Pertanyaan Wawancara untuk JDIH / Bagian Hukum

1.

Apa latar belakang dan urgensi hukum yang mendorong lahirnya
Perda No. 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Terlantar?
Apakah ini sebagai respons terhadap kondisi lokal atau amanat

regulasi nasional?
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. Apa saja peraturan perundang-undangan nasional yang menjadi
rujukan utama dalam penyusunan perda ini? Sejauh mana perda ini
sinkron dengan UU Perlindungan Anak dan aturan lainnya?

. Bagaimana proses penyusunan perda ini dilakukan? Apakah
melibatkan partisipasi publik, terutama dari kelompok rentan seperti
anak, LSM, atau akademisi?

. Apakah dalam proses penyusunan dilakukan kajian akademik atau
naskah akademik? Jika ya, apa fokus utama kajiannya dalam
merumuskan norma hukum di dalam perda ini?

Sejauh mana perda ini memuat sanksi atau norma penegakan?
Apakah cukup kuat dari sisi daya paksa hukum, atau lebih bersifat
deklaratif dan administratif?

. Apakah terdapat klausul evaluasi atau pasal yang memungkinkan
revisi perda ini secara berkala? Jika iya, sejauh mana perda ini sudah
pernah dievaluasi secara resmi?

. Apatantangan paling signifikan dari sisi hukum dalam implementasi
perda ini di lapangan? Apakah ada celah norma, tumpang tindih
kewenangan, atau multitafsir?

. Bagaimana JDIH melihat koordinasi antar instansi pelaksana perda
(Satpol PP, Dinsos, DP3A)? Apakah perda ini secara normatif cukup

menjelaskan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing?
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9. Apakah terdapat perbedaan tafsir atau kendala pemahaman di
lapangan terhadap substansi perda ini? Jika ya, bagaimana upaya
JDIH dalam melakukan sosialisasi atau klarifikasi hukum?

10. Apakah JDIH melihat perlu adanya revisi atau penguatan terhadap
Perda No. 6 Tahun 2017 agar lebih adaptif terhadap perkembangan
isu anak di Banjarmasin? Jika iya, pasal atau aspek apa yang menjadi

fokus perubahan?
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Lampiran 4: Dokumentasi dengan Instansi

1. Dokumentasi bersama Bapak Mulyadi, S.Ap dari Satpol PP Kota

Banjarmasin

2. Dokumentasi bersama Ibu Isna Hastarinda Astuty, S.H dari Bagian

Hukum JDIH Pemko Banjarmasin
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3. Dokumentasi bersama Ibu Hj. Khusnul Kotimah Yuliani, SIP. M.M dan
Ibu Nur Azizatur Rahmah, S.Psi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan anak (DP3A) kota Banjarmasin

4. Dokumentasi bersama Noor Achmad Saffaruddin, SST dari Dinas

Sosial Kota Banjarmasin
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Lampiran 5: Dokumentasi dengan Anak Terlantar

1. Dokumentasi Bersama Siddik di Banjarmasin Selatan.
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3. Dokumentasi bersama Muhammad Satria di Banjarmasin Selatan
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5. Dokumentasi bersama Adelia Rahma di Banjarmasin Selatan
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7. Dokumentasi bersama Raihan dan Akbar Junaidi di Banjarmasin Timur
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9. Dokumentasi bersama Husnul Khatimah di Banjarmasin Utara
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11. Dokumentasi bersama Bardi dan Syaifullah di Banjarmasin Utara
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13. Dokumentasi Bersama Lia Azzahra di Banjarmasin Tengah

14. Dokumentasi bersama Akbar Maulidi dan Muhammad Khair di

Banjarmasin Tengah
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15. Dokumentasi bersama Yahya dan Muhammad Maulana di Banjarmasin

Tengah

16. Dokumentasi bersama Fatih, Ahmad Husaini dan Mujakir di

Banjarmasin Barat
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17. Dokumentasi bersama Ahmad Sahal di Banjarmasin Barat

18. Dokumentasi bersama Muhammad Wildan di Banjarmasin Barat




Lampiran 6: Surat Penetapan Judul dan pembimbing

v

N o0 A20N=

Q

UIN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 338 TAHUN 2025
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

: bahwa mereka yang but dalam kepute ini sesuai dengan latar belakang

Y

pendidikan dan keahliannya dipandang pu untuk diangkat sebagai Dosen P 1 g Skripsi

siswa.

UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,

Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
WWMRIWNTMNWTMWMTmMUIN
Antasari Banjarmasin;

Peraturan M ‘Ale 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;

Keputy R Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang
PodommKaya

PodommAkadenitFmSyﬂthINAnmul

MEMUTUSKAN

i

;" gangkat Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:

Nama : Bawaihi

NIM : 220102030182

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)

Judul : Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017
Tentang Perfindungan Anak Terlantar diKota Banjarmasin

: Segala biaya yang diakibatk dari kegi ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasar

:Wﬁmmwm pkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan
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Lampiran 7: Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal

UIN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 214 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesual dengan latar belakang
pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi
mahasiswa.

UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN
Antasari Banjarmasin;

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;

Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang
Pedoman Karya limiah;

7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,

RN (e

oo

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 4 November 2024

MEMUTUSKAN
Menetapkan
Pertama : Mengangkat Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. dan H. Bahran, SH, MH. sebagai Penguji | dan Penguji
1l pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
Nama : Bawaihi
NIM : 220102030182
Program Studi  : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)
Judul : Efektivitas peraturan daerah kota banjarmasin nomor 6 tahun 2017 tentang
perlindungan anak terlantar di Kota Banjarmasin
Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 23/02/2025
Waktu : 09.30-11.30
Tempat : Ruang Munaqgasyah |
Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan
dan perbaikan sebagaimana mestinyai.

Kd Map: 34



Lampiran 8: Surat Berita Acara Telah Melaksanakan Ujian Proposal

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN
Pada hari inl Selasa, 23/02/2025 pukul ..........cc.... 8.d. ....couv..... bertempat di Ruang Munaqgasyah
| Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:
Nama *  Bawaihl
NIM 1 220102030182

Tempat, Tgl. Lahii:  Simpang Arja, 14/1/2003

Jurusan :  Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)

Judul 1 "Efektivitas peraturan daerah kota banjarmasin nomor 6 tahun 2017 tentang
perlindungan anak terlantar di Kota Banjarmasin”

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:
1. Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. (Penguiji I)
2. H. Bahran, SH, MH. (Penguii Il)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan®:

Diterima
2. Diterima dengan perbaikan
3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

| |4. Ditolak dan disarankan:

Fo Nama Penguji

-

.|Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.

2.|H. Bahran, SH, MH.
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SURAT KEPUTUSAN TIM PENGUJI PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN
DOINOES siinaessssoncnssorenaronaiosssissinisi

Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah UIN Antasari yang diangkat dengan Surat Keputusan
Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari No. 214 Tanggal 21/2/2025 yang bersidang pada tanggal
Selasa, 23/02/2025 setelah menguji Proposal yang berjudul:

“Efektivitas peraturan daerah kota banjarmasin nomor 6 tahun 2017 tentang perlindungan anak
terlantar di Kota Banjarmasin®

dengan berpedoman dan memperhatikan Keputusan Dekan Faultas Syariah UIN Antasari No.
«e... Tahun ..... Tentang Pedoman Karya limiah, bahwa:

Nama * Bawaihi
NIM : 220102030182
TTL : Simpang Arja, 14/1/2003
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)
dinyatakan *)
1, Diterima

2. Diterima dengan perbaikan
3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

|_|4. Ditolak dan disarankan:

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai
dengan ketentuan yang beriaku.

Banjarmasin, Selasa, 23/02/2025

Nama i Tanda Ta

INo. Sebaga anda Tangan
1.|Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. Penguii |
zIH. Bahran, SH, MH. Penguii Il

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia Kd. Map: 34
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PANITIA UJIAN PROPOSAL
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025
CATATAN UJIAN PROPOSAL
Nama * Bawaihi Hari/Tanggal : Selasa, 23/02/2025
NIM : 220102030182 WaktwTempa : 09.30-11.30 /Rg. |
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariiyyah)
Judul : Efektivitas peraturan daerah kota banjarmasin nomor 6 tahun 2017 tentang periindungan anak terlantar

di Kota Banjarmasin

— Informo— uiatnle, g folaits Wr=~tok ’/

m : .Sebuéamrzozs

, M.Hum.
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PANITIA UJIAN PROPOSAL
SEMESTER TAHUN AKADEMIK

CATATAN UJIAN PROPOSAL
Nama : Bawaihi Hari/Tanggal : Selasa, 23/02/2025
NIM 1 220102030182 Waktu/Tempa : 09.30-11.30/Rg. |
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)
Judul : Efektivitas peraturan daerah kota banjarmasin nomor 6 tahun 2017 tentang periindungan anak terlantar

di Kota Banjarmasin

e 7mﬂaﬂ! 97@% ,/m/},,_ ﬁm fmomt&té.
forrle Ytambat, (mwzmyx
2. Jnboyar ﬁo%ma, netale %/aa;gom
X ke’ 9"/""9 i s
" WWM %mww&wc/a fewslitionm

Banjarmasin, Selasa, 23/02/2025

Penguiji Il,
|
H. Bahran, ? MH.
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Lampiran 9: Surat Permohonan Izin Riset



